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ABSTRAK

Konsumsi ikan dianggap sebagai salah satu solusi dalam penanggulangan pemasalahan gizi
di Indonesia karena ikan merupakan sumber protein hewani yang dihasilkan oleh sumber daya alam di
Indonesia. DKI Jakarta merupakan Ibukota Provinsi Republik Indonesia dengan penduduk yang sangat
padat, sebagai pusat bisnis, pusat pemerintahan di Indonesia, yang dihuni oleh berbagai etnis dan golongan
yang tinggal di wilayah tersebut. Akan tetapi angka stunting di DKI Jakarta masih cukup tinggi yaitu
23%. Konsumsi ikan di DKI Jakarta tergolong rendah yakni sebesar 25,40 kg/kapita/tahun dibandingkan
dengan konsumsi ikan nasional sebesar 47,34 kg/kapita/tahun pada Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan
untuk menyajikan hasil analisis konsumsi ikan di DKI Jakarta yang dikaitkan dengan wilayah kabupaten/
kota dan juga kelas pendapatan rumah tangga. Sumber data yang digunakan adalah SUSENAS (Survei
Sosial Ekonomi Nasional) Tahun 2017 dengan responden berjumlah 5062 rumah tangga. Data analisis
dengan menggunakan analisis deskriptif, untuk tingkat partisipasi dan tingkat konsumsi ikan rumah
tangga. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi konsumsi ikan di DKI Jakarta sebesar 76,67 %
dengan besaran konsumsi ikan tertinggi pada wilayah Kepulauan Seribu dan terendah adalah Jakarta
Pusat. Oleh karena itu, strategi peningkatan konsumsi ikan yang dapat dilaksanakan adalah dengan
peningkatan keterjangkauan dari ikan baik dari sisi harga maupun ketersediaanya. Selain itu, program
edukasi dan promosi terhadap seluruh lapisan masyarakat perlu di lakukan. Jakarta Pusat seharusnya
menjadi fokus wilayah peningkatan konsumsi ikan di DKI Jakarta karena rendahnya angka konsumsi ikan
dan masih tingginya angka stunting di wilayah ini.
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ABSTRACT

Fish consumption is one solution to overcome nutritional problems in Indonesia for its animal protein
sources. DKI Jakarta is the capital city and business center with a high population density inhabited by
various ethnic and groups. However, the child stunting rate in Jakarta has remained high at 23%. Fish
consumption in Jakarta is relatively low at 25.40 kgs/capital/year compared to national fish consumption
of 47.34 kgs/capital/year in 2017. This study aims to analyze fish consumption in Jakarta associated with
areas and household income. Data were taken from SUSENAS (National Socio-Economic Survey) in 2017
with 5062 household respondents. The level of participation and fish consumption were analyzed by using
descriptive analysis. The results shows that participation level of fish consumption in DKI Jakarta was
76.67% with the highest number was in the Thousand Islands region and the lowest number was in Central
Jakarta. Therefore, the affordability of fish price and availability are necessary strategy to increase fish
consumption as well as to encourage education and promotion programs for all levels of society. Central
Jakarta should be the focused areas for increasing the fish consumption in DKI Jakarta due to its low
number of fish consumption and the high stunting rate in this region.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan
dengan potensi dan produksi perikanan salah satu
terbesar di dunia. Permasalahan gizi di Indonesia
masih cukup memprihatinkan yang ditandai
dengan tingginya angka stunting di negara ini.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Tahun
2016 menunjukkan persentase balita dengan
kategori pendek dan sangat pendek atau biasa
disebut stunting sebesar 29%. Menurut WHO
(2010) prevalensi balita stunting menjadi masalah
kesehatan jika nilainya masih di atas 20% sehingga
harus segera ditanggulangi. Balita stunting menjadi
permasalahan karena berhubungan dengan
meningkatnya risiko terjadinya kesakitan, kematian
dan perkembangan otak suboptimal, sehingga
perkembangan motorik terlambatdanterhambatnya
pertumbuhan mental (Mitra, 2015). Oleh karenaitu,
penanganan stunting menjadi salah satu prioritas
pembanguanan nasional yang tercantum dalam
sasaran pokok rencana pembangunan jangka
menengah Tahun 2015-2019. Salah satu upaya
penanggulangan stunting yang menjadi program
pemerintah adalah adanya program peningkatan
konsumsi ikan nasional.

Konsumsi ikan nasional sebagai salah
satu bahan pangan hewani dianggap dapat
menjadi solusi masalah stunting karena menurut
penelitian Wiseman (2002) menunjukkan bahwa,
mengkonsumsi pangan hewani yang berkualitas
dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan
setiap individu berjalan dengan sempurna sehingga
mampu  menciptakan generasi sumberdaya
manusia yang berkualitas. Penelitian Suryanti &
Reswita ( 2016) menunjukkan, bahwa salah satu
permasalahan penting konsumsi pangan Indonesia
adalah masih sangat rendahnya kontribusi pangan
sumber protein hewani dalam menu makanan
sehari-hari. Hariyadi (2011) berdasarkan data
dari Food and Agriculture QOrganization (FAQO)
menyimpulkan bahwa pada Tahun 2003-2005,
konsumsi protein hewani per kapita/hari di
Indonesia baru sekitar 20-30 gram, sedangkan
di Thailand dan Filipina konsumsi protein hewani
per kapita/hari berkisar antara 40-50 gram, selain
itu Malaysia dan Brunei Darusalam sekitar 50-60
gram. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya
konsumsi protein hewani di Indonesia. Indonesia
sebagai Negara maritim dengan potensi dan
produksi sumberdaya perikanan yang tinggi
serta ketersediaanya sepanjang tahun membuat
ikan menjadi pangan hewani utama yang
memungkinkan untuk ditingkatkan konsumsinya.
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Oleh karena itu peningkatan konsumsi ikan dalam
upaya meningkatkan gizi penduduk Indonesia
menjadi kebijakan yang diambil pemerintah melalui
berbagai program.

DKI Jakarta merupakan menjadi salah satu
provinsi terkaya di Indonesia dengan PDRB
tertinggi yang ditunjukkan melalui kontribusi
PDRB terhadap PDB nasional Tahun 2017
sebesar 17,07%. Hal ini juga dibuktikan dengan
nilai pengeluaran per kapita yang tertinggi secara
nasional yakni sebesar Rp. 1.976.481/kapita/bulan
(BPS, 2018). Disisi lain, DKI Jakarta ternyata masih
menghadapi masalah gizi dengan prevalensi
stunting mencapai 22,7% (Kemenkes, 2017). Salah
satu upaya untuk menurunkan prevalensi balita
pendek adalah meningkatkan konsumsi pangan
sumber protein. Menurut Aridiyah, Rohmawati
& Ririanty (2015) tingkat kecukupan protein dan
kalsium menunjukkan hubungan yang signifikan
untuk mencegah terjadinya stunting. Oleh karena
itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat
konsumsiikan di DKI Jakarta yang dikaitkan dengan
wilayah dan kelas pendapatan dan angka stunting
pada wilayah tersebut. Hasil penelitian diharapkan
dapat merekomendasikan upaya peningkatan
konsumsi ikan di DKI Jakarta dalam konteks upaya
mengatasi masalah gizi di daerah ini.

Sumber data utama adalah data mentah
SUSENAS modul konsumsi/pengeluaran
dan modul Kkarakteristik rumah tangga yang
dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun
2017 dengan jumlah responden sebanyak 5.062
rumah tangga yang dianalisis pada Bulan Februari-
September Tahun 2019. Analisis dilakukan
menurut wilayah administratif di provinsi DKI
Jakarta yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan,
Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan
Jakarta Utara. Selain itu analisis konsumsi ikan
juga dilakukan berdasarkan kelompok pendapatan
yang didekati melalui total pengeluaran rumah
tangga. Pengelompokkan pengeluaran rumah
tangga mengikuti indikator World Bank (2014)
sebagai berikut: (1) 40% kelompok pendapatan
rendah, (2) 40 % kelompok pendapatan sedang;
dan (3) 20% kelompok pendapatan tinggi. Jenis
ikan yang dianalisis adalah 35 jenis ikan sesuai
ketersediaan data SUSENAS Tahun 2017
khususnya pada blok 4.1.C yakni konsumsi dan
pengeluaran bahan makanan untuk ikan/udang/
cumi’kerang. Perhitungan konsumsi ikan per kapita
dilakukan setelah dikonversikan dalam setara utuh
segar sesuai dengan faktor konversi utuh segar
yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemasaran
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Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2017
(KKP, 2018) sesuai pedoman penyusunan NBM
Badan Ketahanan Pangan.

Data yang telah diolah dianalisis secara
deskriptif analitik berupa tabel-tabel. Informasi
tingkat partisipasi konsumsi ikan diukur dengan
menghitung rumah tangga yang mengkonsumsi
ikan terhadap total rumah tangga yang dinyatakan
dalam satuan persen (%). Penggunaan pendekatan
tingkat partisipasi konsumsi diharapkan dapat
mengetahuitingkatkonsumsiefektif suatu komoditas
oleh cluster pengkonsumsinya (Soedjana, 2013).
Tingkat konsumsi ikan dinyatakan dalam satuan
kg/kapita/tahun. Selanjutnya, upaya perumusan
strategi peningkatan konsumsi ikan dilakukan
dengan metode desk study hasil kajian sebelumnya
dan konsultasi dengan narasumber.

KONDISI WILAYAH DAN KARAKTERISTIK
RUMAH TANGGA DI DKI JAKARTA

Provinsi DKI Jakarta memiliki luas daratan
sebesar 662,33 km? dan lautan seluas 6.977,5 km?
yang terbagi menjadi enam wilayah administrasi
yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta
Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta
Utara. Wilayah administrasi terbagi menjadi 44
kecamatan dan 267 kelurahan. Jumlah penduduk
DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan proyeksi
penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar
10.374.235jiwa denganlaju pertumbuhan penduduk
per tahun sebesar 0,94 persen. Kepadatan
penduduk pada tahun 2017 adalah 13.663 jiwa
setiap 1 km? dengan kepadatan tertinggi di kota
Jakarta Barat.

DKl Jakarta, Kepulauan Riau dan Kalimantan
Timur merupakan tiga provinsi dengan rata-rata
pengeluaran per kapita tertinggi di Indonesia (BPS,
2018). Pengeluaran rumah tangga terdiri atas dua
kelompok yaitu pengeluaran pangan dan bukan
pangan. Secara alamiah, kuantitas pangan yang
dibutuhkan seseorang akan mencapai titik jenuh
sementara kebutuhan bukan pangan tidak memiliki
batasan. Oleh karena itu, besaran pengeluaran
yang digunakan untuk pangan dari suatu rumah
tangga dapat menjadi indikator kesejahteraan

rumah tangga yang bersangkutan. Makin tinggi
pangsa pengeluaran pangan semakin berkurang
kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan.
Untuk membandingkantingkatkesejahteraanrumah
tangga di DKI Jakarta dengan rata-rata secara
nasional ditampikan tabel pangsa pengeluaran
rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menjelaskan bahwa DKI Jakarta
memiliki pangsa pengeluaran pangan jauh lebih
rendah dibandingkan nilai rata-rata nasional yakni
sebesar 38,97%, sedangkan pangsa pengeluaran
pangan nasional sebesar 52,45%. Secara empiris
terbukti bahwa semakin tinggi pendapatan rumah
tangga semakin rendah pangsa pengeluaran untuk
pangan (Pakpahan et al., 1993; Purwantini, 2012).
Hal ini secara teoritis ditunjukan adanya hukum
Working yang menyebutkan bahwa terdapat
hubungan negatif antar pangsa pengeluaran
pangan dengan pengeluaran total rumah tangga
(Amaliyah, 2011). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa rumah tangga di DKI Jakarta memiliki
kesejahteraan yang jauh lebih baik dibandingkan
rata-rata rumah tangga lainnya di Indonesia.

Penelitian ini kemudian mengelompokkan
lebih lanjut golongan pengeluaran rumah tangga
tangga menggunakan kriteria Bank Dunia dibagi
menjadi tiga kelas pendapatan. Berdasarkan kriteria
tersebut maka menggunakan data pengeluaran
rumah tangga di DKI Jakarta Tahun 2017 diperoleh
data dapat dilihat pada Tabel 2.

Hukum Engel menyatakan bahwa saat
pendapatan meningkat maka proporsi pendapatan
yang digunakan untuk kebutuhan pangan akan
berkurang. Selain itu, Engel juga menyimpulkan
semakin kecil pangsa pengeluaran pangan maka
menunjukkan semakin baik tingkat perekonomian
rumah tangga tersebut. Berdasarkan Tabel 3
di atas diketahui bahwa semakin besar pendapatan
maka semakin sedikit proporsi yang dibelanjakan
untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa hukum Engel berlaku untuk
kondisi rumah tangga di DKI Jakarta dimana
semakin tinggi kelas pendapatan dan semakin
sejahtera suatu rumah tangga maka pangsa
pengeluaran untuk kebutuhan pangan semakin

Tabel 1. Perbandingan Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di DKI Jakarta dan Nasional, 2017.

DKI Jakarta Nasional
Jenis Pengeluaran — —
Total Nilai (Rp) Persentase Total Nilai (Rp) Persentase
Pangan 2.914.399 38,97 1.974.890 52,45
Non Pangan 4.563.464 61,03 1.790.215 47,55
Total 7.477.863 100,00 3.765.105 100,00
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berkurang. Pangsa pengeluaran pangan terendah
dimiliki oleh kelas pendapatan tinggi dimana hanya
27,33% alokasi pengeluaran rumah tangga yang
digunakan untuk kebutuhan pangan.

Penelitian ini akan menganalisis konsumsi
berdasarkan wilayah administratif di DKI Jakarta
untuk dapat mengetahui secara lebih detail pola
konsumsi antar wilayah dan kelas pendapatan.
Oleh karena itu, gambaran umum pendapatan
rumah tangga berdasarkan wilayah dapat dilihat
pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari
sisi pengeluaran maka dapat dikatakan bahwa
Kepulauan Seribu merupakan wilayah yang
memiliki pendapatan paling rendah di DKI Jakarta
yang ditunjukkan dengan pangsa pengeluaran
yang lebih besar untuk pangan dibandingkan
kebutuhan non pangan yakni sebesar 65,45 %.
Selain itu jika dilihat dari banyaknya rumah tangga
yang berada pada kelas pendapatan rendah
maka Kepulauan Seribu memiliki rumah tangga
kelas pendapatan rendah yang terbanyak yakni
sebesar 54,84% dari total rumah tangga. Kota
dengan pendapatan tertinggi adalah Jakarta Barat
yang ditunjukkan dengan persentase terbesar
pengeluaran dialokasikan untuk kebutuhan non
pangan sebesar 64,30% dengan jumlah rumah
tangga yang berada pada kelas pendapatan rendah
sebesar 33,96%. Karakteristik pengeluaran ini
memiliki implikasi terhadap kemampuan daya beli
penduduk di DKI Jakarta, pendapatan yang tinggi
akan meningkatkan kemampuan untuk membeli
barang-barang dengan kualitas baik sehingga
seharusnya wilayah dengan pendapatan yang tinggi
memiliki resiko lebih rendah menghadapi masalah

gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi.
Hal ini sejalan dengan penelitian Purwaningsih
(2008) dan Mayasari, Satria & Noor (2018) yang
menyatakan bahwa semakin tinggi daya beli maka
rumah tangga akan semakin mudah mengakses
pangan.

Permasalahan gizi yang dihadapi oleh
penduduk di DKl Jakarta salah satunyaadalah masih
tingginya angka stunting yakni di atas 20% standar
dari WHO (World Health Organization). Penyebab
masalah stuntingmenurutNi’mah & Nadhiroh (2015)
sangat beragam seperti pendapatan keluarga,
pendidikan orangtua, jumlah anggota keluarga
dan pengetahuan ibu tentang gizi dan jumlah
anggota keluarga. Berdasarkan data status
pemantauan gizi (Kemenkes, 2017) angka stunting
kabupaten/kota di DKI Jakarta disajikan dalam
Gambar 1.
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Gambar 1. Prevalensi stunting menurut Kabupaten/
Kota di DKI Jakarta.

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa hanya
kota Jakarta Selatan yang prevalensi stuntingnya
di bawah standar WHO yakni sebesar persen

Tabel 2. Kelas Pendapatan Rumah Tangga di DKI Jakarta, 2017.

Kelas Pendapatan (Rp/Bulan)/

Rata-Rata Pengeluaran

Pangsa Pengeluaran
Pangan (%)

Pangsa Pengeluaran
Non Pangan (%)

Rendah 2.891.540
Menengah 6.219.995
Tinggi 19.188.123

56,95 43,05
48,55 51,45
27,33 72,67

Tabel 3. Rata-Rata Pangsa Pengeluaran (%) dan Rumah Tangga Kelas Pendapatan Rendah (%)
Berdasarkan Kabupaten/Kota Administrasi, 2017.

Kabupaten/Kota Adm.

Pangsa Pengeluaran

Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga Kelas

Pangan Non Pangan (%) Pendapatan Rendah (%)
Kepulauan Seribu 65,45 34,55 54,85
Jakarta Selatan 35,97 64,03 42,01
Jakarta Timur 44,18 55,82 40,47
Jakarta Pusat 40,68 59,32 43,13
Jakarta Barat 35,70 64,30 33,96
Jakarta Utara 36,14 63,86 37,59

98  Copyright © 2019, MARINA



Konsumsi lkan dan Upaya Penanggulangan Stunting di Provinsi DKl Jakarta ...............c..c..c........ (Arthatiani F.Y. dan Zulham A.)

17,8 persen. Angka stunting tertinggi ditempati
oleh wilayah Jakarta Pusat. Kepulauan Seribu,
merupakan wilayah dengan pendapatan terendah
akan tetapi nilai stuntingnya masih lebih baik
dibandingkan dengan Jakarta Pusat dan Jakarta
Timur. Penyebab langsung terjadinya balita stunting
adalah kurangnya asupan makanan dan terpapar
penyakit infeksi (Umeta, West, Verhoef, Haidar
& Hautvast, 2003). Hasil penelitian Sari, Juffrie,
Nurani & Sitaresmi, 2016 mengatakan bahwa
asupan protein, kalsium dan fosfor signifikan lebih
rendah pada anak yang stunting. Oleh karena itu,
perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana keragaan
konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani
menurut wilayah di DKI Jakarta sehingga strategi
dalam upaya mengatasi permasalahan gizi menjadi
lebih optimal.

KERAGAAN KONSUMSI
WILAYAH DAN PENDAPATAN

IKAN ANTAR

Bagian sebelumnya telah menjelaskan
kondisi kesejahteraan rumah tangga di DKI
Jakarta dilihat dari pengeluaran rumah tangga dan
pangsa pengeluaran terhadap pangan dimana jika
dibandingkan secara nasional rumah tangga di
DKI Jakarta lebih sejahtera dibandingkan rata-rata
rumah tangga lainnya di Indonesia. Oleh karena
itu dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi
maka memiliki keterjangkauan ekonomi terhadap
pangan yang lebih berkualitas. Saat ini kondisi di
Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi protein

hewani masih perlu untuk ditingkatkan yang
ditunjukkan dengan tingkat konsumsi protein
hewani di Indonesia yang tergolong rendah

dibandingkan Thailand, Filipina, Malaysia dan
Brunei Darussalam (Hariyadi, 2015). Rachman &
Supriyati (2010) menyatakan bahwa kecerdasan
dan kualitas suatu masyarakat berkorelasi positif
dengan seberapa besar konsumsi protein hewani.

Kualitas konsumsi pangan hewani penting dalam
upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
di Indonesia. Ariani, Suryana, Suhartini & Saliem
(2018) dalam penelitiannya menyebutkan meskipun
pangan hewani sangat penting untuk dikonsumsi
akan tetapi tidak semua rumah tangga mampu
mengkonsumsi jenis pangan ini karena rendahnya
daya beli. Ikan merupakan sumber protein hewani
utama vyang ditunjukkan dengan kontribusi
mencapai 40 persen dari seluruh protein hewani
yang dikonsumsi penduduk Indonesia selama
tahun 2005-2010 (BKP, 2012). Selain itu, ikan
sangat potensial untuk ditingkatkan konsumsinya
karena pemenuhannya dapat dilakukan dari potensi
sumberdaya perikanan dalam negeri dan dengan
jenis yang bervariasi memungkinkan harga yang
variatif dapat dijangkau oleh berbagai kalangan.
Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis lebih
lanjut keragaan konsumsi ikan di DKI Jakarta
sebagai salah satu sumber protein hewani yang
dijelaskan melalui Gambar 2.

Berdasarkan Gambar 2 maka dapat
diketahui bahwa Jakarta Pusat merupakan
wilayah dengan konsumsi ikan yang terendah
ditunjukkan dengan nilai konsumsi ikan per
kapita dan juga tingkat partisipasi konsumsi
ikan yang relatif rendah hanya sebesar 58,29%.
Kepulauan Seribu memiliki konsumsi ikan per
kapita yang tertinggi bahkan nilainya di atas nilai
konsumsi ikan per kapita nasional. Hal ini dapat
terjadi karena Kepulauan Seribu sebagian besar
wiayahnya merupakan perairan sehingga banyak
dikembangkan produksi perikanan dan membuat
ikan menjadi komoditas pangan yang terjangkau.
Pengolahan data juga menunjukkan secara agregat
tingkat partisipasi konsumsi ikan di DKI Jakarta
adalah sebesar 76,69% dan konsumsi ikan per
kapita 29,37 kg/kapita/tahun. Banyak faktor yang
dapat mempengaruhi pola konsumsi, berdasarkan
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Gambar 2. Tingkat Partisipasi (%) dan Rata-Rata Konsumsi lkan Rumah Tangga (Kg/Kap/Tahun) Menurut

Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2017.
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penelitian Aydin, Dileh & Aydin, (2011) dan Ahmad
et al. (2016) menunjukkan bahwa faktor yang
mempengaruhi tingkat konsumsi ikan bervariasi
mulai dari ciri demografi, lokasi geografis hingga
aspek sosial ekonomi dan kebiasaan makan.
Penelitian ini hanya mengkaji tingkat konsumsi
dan tingkat partisipasi konsumsi ikan berdasarkan
wilayah administratif yang juga dihubungkan
dengan kelas pendapatan masyarakat sehingga
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi
masih belum dapat terjawab dari penelitian ini.
Analisis berikutnya akan menitik beratkan pada pola
konsumsi ikan pada setiap kelas pendapatan. Hasil
pengolahan data SUSENAS 2017 digambarkan
melalui Tabel 4.

Berdasarkan data pada Tabel 4 maka
dapat diketahui bahwa dari sisi tingkat partisipasi
konsumsi ikan maka pada setiap wilayah di
Provinsi DKI Jakarta memiliki pola yang sama
yakni semakin meningkat partisipasinya dengan
semakin tingginya kelas pendapatan. Hal ini sesuai
dengan penelitian Dey, Alam & Paraguas (2011);
Baliwati & Putri (2012) dan Arthatiani, Kusnadi &
Harianto (2018) dimana pada penelitian tersebut
menunjukkan fenomena yang sama bahwa tingkat
konsumsi ikan berhubungan positif dengan tingkat
pendapatan. Tingkat partisipasi terendah dimiliki
oleh kelas pendapatan rendah di wilayah Jakarta
Pusat dengan persentase hanya 49,85 persen
rumah tangga yang mengkonsumsi ikan dari
total rumah tangga pada kelas pendapatan

rendah di Jakarta Pusat. Akan tetapi jika dilihat
dari tingkat konsumsi ikan per kapitanya yang
memiliki nilai paling rendah justru pada kelas
pendapatan menengah di Jakarta Pusat dengan
nilai konsumsi hanya sebesar 16,88 kg/kapita/
tahun. Hal ini sangat jauh dari angka konsumsi
ikan nasional sebesar 47,12 kg/kapita/tahun
(KKP, 2017). Berdasarkan kondisi tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa untuk penduduk di
Jakarta Pusat faktor pendapatan dan daya beli
terhadap ikan tidak berhubungan secara langsung
dengan tingkat konsumsi ikan. Permasalahan
gizi stunting yang masih ditemui di DKI Jakarta
yang dijelaskan melalui bahasan sebelumnya
pada Gambar 1 seharusnya dapat diatasi dengan
meningkatkan asupan gizi ibu, calon ibu dan balita
di DKI Jakarta yang salah satunya dapat melalui
peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein
hewani. Pada kenyataanya, ikan sebagai sumber
pangan berkualitas tidak menjadi pilihan
khususnyabagipendudukdiJakarta Pusatmeskipun
dari sisi keterjangkauan ekonomi mereka mampu
untuk membeli ikan yang terlihat dari rata-rata
tingkat konsumsi ikan yang rendah pada semua
kelas pendapatan sehingga dapat dikatakan ikan
tidak elastis permintaannya terhadap kenaikan
pendapatan.

Rahardja & Manurung (2008) mengemukakan
faktor faktor yang mempengaruhi tingkat
konsumsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga
besar yakni faktor ekonomi, demografi dan non

Tabel 4. Tingkat Partisipasi dan Rata-Rata Konsumsi lkan (Kg/Kapita/Tahun) Rumah Tangga Berdasarkan

Kelas Pendapatan di DKI Jakarta, 2017.

Kabupaten/ Kota Adm. Kelas Partisipasi Konsumsi Rata-Rata Konsumsi lkan
Pendapatan lkan (%) (Kg/Kap/Tahun)
Kepulauan Seribu Rendah 97,69 45,77
Menengah 100,00 52,89
Tinggi 100,00 68,70
Jakarta Selatan Rendah 68,32 20,26
Menengah 78,93 29,02
Tinggi 87,08 35,89
Jakarta Timur Rendah 71,62 25,87
Menengah 87,39 31,45
Tinggi 84,69 41,68
Jakarta Pusat Rendah 49,85 18,27
Menengah 60,96 16,88
Tinggi 76,42 23,98
Jakarta Barat Rendah 66,76 23,61
Menengah 85,11 25,12
Tinggi 88,37 33,75
Jakarta Utara Rendah 68,27 25,18
Menengah 82,24 31,70
Tinggi 93,18 37,82
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ekonomi. Faktor non ekonomi yang dimaksud
diantaranya adalah faktor sosial budaya
masyarakat. Konsumsi ikan di DKI Jakarta
diindikasikan lebih banyak dipengaruhi faktor non
ekonomi karena jika dilihat dari tingkat pendapatan
rumah tangga di DKI Jakarta lebih sejahtera
dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu,
beberapa kajian juga mengaitkan konsumsi
ikan dengan faktor non ekonomi, seperti hasil
kajian Waysima et al. (2011) bahwa perilaku ibu
menyediakan ikan laut untuk keluarga sangat
dipengaruhi oleh persepsi ibu, sikap afektif ibu,
wilayah tempat tinggal, pendapatan per kapita
per bulan dan pendidikan ibu. Pola konsumsi
juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan makan
dimana menurut Kurniawati (2011) faktor yang
mempengaruhi kebiasaan makan adalah jenis
kelamin, umur, pendidikan ibu, pekerjaan ibu,
tingkat pendapatan orang tua, pengetahuan
ibu tentang gizi, sikap ibu tentang gizi, jumlah
anggota keluarga dan pantangan. Berbagai
hasil kajian di atas dapat menjadi acuan untuk
penelitian lebih mendalam mengenai faktor-
faktor non ekonomi yang diduga mempengaruhi
tingkat konsumsi ikan rumah tangga di DKI
Jakarta. Hal ini dapat memberikan gambaran yang
lebih utuh faktor penyebab rendahnya konsumsi
ikan di DKI Jakarta dibandingkan lokasi lainnya
di Indonesia.

Data SUSENAS memungkinkan analisis
untuk melihat preferensi terhadap 35 jenis
kelompok ikan sesuai yang terdapat dalam
kuesioner sehingga dapat melihat ikan mana yang
paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga
melalui nilai tingkat partisipasi konsumsinya.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa ikan
yang paling digemari di provinsi DKI Jakarta
adalah ikan kembung/lema/banyaran, ikan
tongkol/tuna/cakalang, ikan lele, ikan teri awetan.
Ikan bandeng dan ikan mas/nila. Oleh karena
itu dalam upaya peningkatan konsumsi ikan
menjadi perlu untuk meningkatkan ketersediaan
pada ikan yang digemari oleh rumah tangga di
DKI Jakarta.

STRATEGI PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
DKI JAKARTA

Peningkatan konsumsi ikan menjadi hal
yang penting dilakukan dalam mengatasi masalah
stunting di DKI Jakarta. Oleh karena itu jika dilihat
dalam pokok bahasan pertama dan kedua maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi ikan
secara umum memiliki hubungan yang positif

dengan tingkat pendapatan rumah tangga.
Analisis lebih lanjut tingkat konsumsi ikan yang
tertinggi bukan berada pada wilayah yang tingkat
pendapatanya tertinggi dan konsumsi ikan yang
terendah juga bukan berada pada wilayah yang
tingkat pendapatanya paliing rendah. Konsumsi
ikan yang tertinggi berada pada Kepulauan
Seribu yang diduga karena aspek keterjangkauan
terhadap ikan, sedangkan konsumsi ikan terendah
pada wilayah Jakarta Pusat diduga karena aspek
preferensi penduduk di wilayah ini.

Keragaan konsumsi ikan jika disimpulkan
berdasarkan wilayah di DKI Jakarta menunjuukkan
bahwa Kepulauan Seribu merupakan yang
tertinggi  konsumsinya.  Kepulauan  Seribu
merupakan gugusan pulau yang terdapat di
Teluk Jakarta dan Laut Jawa dimana sebagian
besar penduduknya memiliki mata pencaharian
sebagai nelayan menyebabkan ikan sebagi
pangan sumber protein menjadi lebih terjangkau
baik dari sisi harga maupun ketersediaanya bagi
penduduk di Kepulaun Seribu. Jakarta Pusat
merupakan wilayah dengan nilai stunting tertinggi,
akan tetapi di wilayah ini konsumsi ikan lebih
dipengaruhi oleh faktor non ekonomi dibandingkan
daya beli rumah tangga. Oleh karena itu strategi
peningkatan konsumsi ikan pada setiap wilayah
tentunya berbeda yang dipengaruhi oleh aspek
pendapatan dan juga preferensi di wilayah tersebut.
Berdasarkan keragaan konsumsi ikan yang
dijelaskan pada bagian sebelumnya maka secara
ringkas strategi peningkatan konsumsi ikan
dijelaskan dalam Tabel 5.

Pemerintah DKI Jakarta telah meluncurkan
program ikan subsidi untuk meningkatkan
keterjangkauan harga ikan terutama bagi rumah
tangga kelas pendapatan rendah. Program ini
diperuntukkan untuk buruh bergaji setara Upah
Minimum Provinsi (UMP) DKI atau 10 persen di
atas UMP DKI. Hal ini sudah tepat karena kondisi
konsumsi ikan paling rendah ada pada rumah
tangga kelas pendapatan rendah yang diduga
disebabkan kurangnya daya beli. Akan tetapi, pada
rumah tangga di Jakarta Pusat perlu mendapat
perhatian utama karena angka stunting di wilayah
ini tertinggi sedangkan angka konsumsi ikannya
paling rendah baik dilihat dari tingkat partisipasinya
yang kurang dari 60% dan juga konsumsi ikan
perkapitanya. Oleh karena itu, Jakarta Pusat
seharusnya menjadi fokus wilayah peningkatan
konsumsi ikan di DKI Jakarta yang pada akhirnya
diharapkan dapat membantu penanganan angka
stunting di wilayah ini.
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Tabel 5. Strategi peningkatan konsumsi ikan berdasarkan wilayah di DKI Jakarta.

Kabupaten/Kota Adm.

Strategi

Kepulauan Seribu

Jakarta Selatan

Jakarta Timur

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Utara

Perlu peningkatan kualitas ikan yang dikonsumsi dengan meningkatkan
pemahaman rumah tangga terhadap teknik pengolahan ikan, serta meningkatkan
kualitas ikan pada level produksi dan handling saat distribusi.

Peningkatan konsumsi ikan terutama pada rumah tangga kelas pendapatan rendah
dan menengah dengan meningkatkan keterjangkauan ikan dari sisi harga terutama
untuk jenis ikan kembung, lele, mas, nila, dan bandeng

Peningkatan keterjangkauan ikan lele sebagai ikan yang paling digemari rumah
tangga kelas pendapatan rendah dan menengah.

Program peningkatan konsumsi ikan terpadu pada semua kelas pendapatan
dengan mengedukasi dan promosi secara berkala dan terus menerus terkait nilai
gizi terutama pada ikan segar. Peningkatan keterjangkauan harga ikan segar di
wilayah ini juga perlu dilakukan agar konsumsi ikan awetan beralih menjadi ikan
segar.

Branding image ikan sebagai komoditas bergizi tinggi untuk meningkatkan
preferensi ikan pada semua kelas pendapatan dan perlunya peningkatan kualitas
ikan yang dan keterjangkauan hingga ke pasar modern.

Promosi nilai gizi ikan dan edukasi bagaimana teknik pengolahan ikan sehingga
semakin banyak volume ikan yang dikonsumsi rumah tangga dan makin banyak
pula rumah tangga yang mengkonsumsi ikan.

Hasil studi Margawati
peningkatan

merekomendasikan

& Astuti (2018) konsumsi ikannya yang semakin meningkat
pengetahuan dari sisi tingkat partisipasi maupun tingkat

gizi kepada ibu sehingga terjadi peningkatan,
perbaikan pola asuh dan pola makan untuk
menurunkan angka stunting, hal ini juga dapat
dilakukan di wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta
Pusat karena daya beli bukan merupakan faktor
utama yang menyebabkan rendahnya konsumsi
ikan di wilayah ini. Strategi yang dapat dilakukan
harus berfokus pada promosi dan edukasi secara
konsisten untuk meningkatkan kesadaran akan gizi
dengan meningkatkan konsumsi pangan hewani.
Selain itu kelompok rumah tangga pada kelas
pendapatan tinggi juga perlu menjaditarget gerakan
peningkatan konsumsi ikan dan dapat berfokus
pada upaya promosi dan dan peningkatan kualitas
gizi ikan. Menurut Ariani (2012) sejalan dengan
peningkatan pendapatan masyarakat dihadapkan
pada banyak pilihan pangan tanpa kendala
keuangan sehingga akan lebih memperhatikan
aspek kualitas, kesehatan dan keamanan pangan.
Hal tersebut menyebabkan promosi dan branding
image terhadap ikan dianggap sebagai strategi
yang tepat untuk rumah tangga pada kelas
pendapatan tinggi.

PENUTUP

Konsumsi ikan rumah tangga di DKI
Jakarta berhubungan dengan kelas pendapatan
meskipun terdapat beberapa faktor lainnya
yang juga mempengaruhi. Semakin tinggi kelas
pendapatan pada suatu wilayah menunjukkan
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konsumsi per kapita. Wilayah dengan konsumsi
ikan yang tertinggi bukan wilayah dengan tingkat
pendapatanyangtertinggi sehinggadidugaterdapat
faktor lainnya yang mempengaruhi konsumsi
ikan selain pendapatan. Angka stunting tertinggi
berada pada wilayah yang konsumsi ikannya paling
rendah yakni Jakarta Pusat. Strategi peningkatan
konsumsi ikan yang dapat dilaksanakan dengan
peningkatan keterjangkauan dari ikan baik dari
sisi harga maupun ketersediaanya di pasar
sehingga program ikan subsidi yang sudah
dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta
saat ini dianggap tepat dan perlu dilanjutkan.
Program edukasi dan promosi terhadap seluruh
lapisan masyarakat perlu diakukan karena
rumah tangga pada kelas pendapatan tinggi
di DKI Jakarta konsumsi ikannya rata-raa
lebih rendah dari konsumsi ikan nasional.
Fokus kebijakan peningkatan konsumsi ikan juga
perlu untuk dilakukan di wilayah Jakarta Pusat
sebagai wilayah dengan konsumsi ikan yang
terendah dan angka stunting paling tinggi sehingga
diharapkan program peningkatan konsumsi ikan
di wilayah ini akan membantu menurunkan angka
stunting.
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